
PERUBAHAN KEDUA 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 

3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota 
Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Teknis Daera

  b. bahwa
Kecamatan Dumai Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Dumai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan 
Dumai Kota dan Kecama

  c. bahwa untuk menindaklanjuti
terhadap 
Sistem d
sebagaimana telah diubah dengan
Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Dumai 
Nomor 
Pengelolaan Barang Milik Daerah

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Dumai tentang Perubahan Kedua Atas 
Nomor 29 Tahun 2010 t
Pengelolaan Barang Milik Daerah

 
Mengingat : 1. Undang

Dasar Pokok
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

  2. Undang
Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan 
Lemb

  3. Undang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

  4. Undang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4366);

 

WALIKOTA DUMAI
 
 

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 28 TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2010 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN 
 

NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

WALIKOTA DUMAI, 

bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 
3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota 
Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Teknis Daerah; 
bahwa dengan dibentuknya Kecamatan Dumai Kota dan 
Kecamatan Dumai Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Dumai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan 
Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Kota,
bahwa untuk menindaklanjuti perlu dilakukan
terhadap Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2010 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 
Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Dumai 
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem d
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Dumai tentang Perubahan Kedua Atas 
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem d
Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4366); 

WALIKOTA DUMAI 

PERATURAN WALIKOTA DUMAI 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2010  
 BARANG MILIK DAERAH 

NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 
3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota 
Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

dibentuknya Kecamatan Dumai Kota dan 
Kecamatan Dumai Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Dumai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan 

tan Dumai Kota, 
perlu dilakukan perubahan 

Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2010 tentang 
an Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Peraturan Walikota Nomor 13 
Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Dumai 

tentang Sistem dan Prosedur 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Dumai tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 

entang Sistem dan Prosedur 

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan 

aran Negara Republik Indonesia Nomor 3829); 
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4844); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang 
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3573); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang 
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara 
dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam 
Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 



  16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

  18. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara 
Penjualan Status Rumah Negeri; 

  19. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang 
Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri; 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

  23. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Dumai tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 05 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Barang Mikik Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Dumai Tahun 2009 Nomor 5); 

  24. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Lembaran 
Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Dumai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan 
Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota 
Dumai Tahun 2011 Nomor 2 Seri D); 

  25. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai 
(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 08 Seri D) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Dumai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan 
Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran 
Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri D); 

  26. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 09 Seri D) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 
2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 
16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 4 
Seri D); 



  27. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan 
(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 10 Seri D); 

  28. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D); 

  29. Peraturan Walikota Dumai Nomor 29 Tahun 2010 tentang 
Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Daerah kota Dumai Tahun 2010 Nomor 27 Seri D) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai 
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota 
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Dumai 
Tahun 2012 Nomor 11 Seri E). 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

NOMOR PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA 
NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. 

 
Pasal I 

 
 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 
2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Daerah kota Dumai Tahun 2010 Nomor 27 Seri D) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai 
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota 
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2012 
Nomor 11 Seri E) diubah sebagai berikut: 

 
Ketentuan dalam Lampiran 41A diubah sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasal II 
 

 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota 
Dumai. 

 
Ditetapkan di Dumai 
pada tanggal 20 September 2013 

 
WALIKOTA DUMAI, 
 

 

            dto 
 

 KHAIRUL ANWAR 
 
Diundangkan di Dumai 
pada tanggal 20 September 2013 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI, 
 
 
                          dto 
 
                SAID MUSTAFA 
  
BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2013 NOMOR 22 SERI E 
 


